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ABSTRAK 

KONSTRUKSI HUKUM DAN PENGATURAN DISSENTING OPINION 

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) 

 

 

Anita Puji Lestari 

Program Studi Ilmu Hukum  

Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang disampaikan oleh 

hakim anggota majelis ketika tidak tercapai kesepakatan bulat dalam musyawarah 

pengambilan putusan pidana. Meskipun telah dikenal dalam praktik peradilan 

Indonesia, pengaturannya dalam hukum acara pidana masih menimbulkan 

persoalan normatif, terutama berkaitan dengan konstruksi hukumnya dan 

kedudukannya dalam KUHAP yang baru. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam 

penyusunan dissenting opinion pada perkara pidana serta menganalisis apakah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana telah mengatur dissenting opinion secara memadai dalam sistem 

peradilan pidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis 

kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum dissenting opinion 

dalam perkara pidana ditopang oleh tiga pilar utama: independensi hakim dan 

individualitas keyakinan hakim dalam sistem pembuktian negatief wettelijk stelsel; 

perlindungan hak terdakwa melalui asas in dubio pro reo dan asas praduga tidak 

bersalah; serta transparansi dan akuntabilitas penalaran yudisial dalam negara 

hukum demokratis. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 232 dan Pasal 233, telah 

mengakui secara implisit kemungkinan perbedaan pendapat hakim melalui 

mekanisme pengambilan putusan yang berjenjang, namun masih mempertahankan 

kerahasiaan musyawarah majelis sebagaimana tercermin dalam Pasal 233 ayat (4). 

Akibatnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana berada dalam posisi transisional antara paradigma 

keterbukaan dan tradisi kerahasiaan deliberasi, serta belum memberikan pengaturan 

yang eksplisit dan komprehensif mengenai dissenting opinion dalam perkara 

pidana. 

Kata Kunci: dissenting opinion, konstruksi hukum, KUHAP, independensi 

hakim, sistem peradilan pidana. 
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ABSTRACT 

 

LEGAL FRAMEWORK AND REGULATIONS GOVERNING DISSENTING 

OPINIONS IN LAW NO. 20 OF 2025 ON THE CODE OF CRIMINAL 

PROCEDURE (KUHAP) 

 

Anita Puji Lestari 

Legal Studies Program 

Faculty of Law, University of Gresik 

 

Dissenting opinion refers to the differing legal view expressed by a member 

judge of a judicial panel when a unanimous agreement cannot be reached during 

deliberations in criminal proceedings. Although the practice has been recognized 

in Indonesian courts, its regulation within criminal procedural law remains a 

normative issue, particularly concerning its legal construction and standing under 

the newly enacted Criminal Procedure Code. 

This study aims to analyze the legal construction of dissenting opinion in 

criminal cases and to examine whether the Criminal Procedure Code (KUHAP) 

Law Number 20 of 2025 has adequately regulated dissenting opinion within the 

criminal justice system. The study employs a normative legal research method using 

statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through 

library research and analyzed using a qualitative juridical method. 

The findings indicate that the legal construction of dissenting opinion in 

criminal cases rests on three main pillars: judicial independence and the 

individuality of judicial conviction under the negatief wettelijk stelsel system of 

evidence; the protection of defendants' rights through the in dubio pro reo principle 

and the presumption of innocence; and the transparency and accountability of 

judicial reasoning in a democratic rule of law. With regard to KUHAP Law Number 

20 of 2025, particularly Articles 232 and 233, the law implicitly acknowledges the 

possibility of differing judicial opinions through a tiered decision-making 

mechanism, yet retains the confidentiality of judicial deliberations as reflected in 

Article 233 paragraph (4). As a result, the new KUHAP occupies a transitional 

position between the paradigm of openness and the tradition of deliberative secrecy, 

and has yet to provide explicit and comprehensive regulation of dissenting opinion 

in criminal proceedings. 

 

Keywords: dissenting opinion, legal construction, KUHAP, judicial independence, 

criminal justice system. 
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